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PER\TURAN BUP,\TI SUMtsAWA BARAT

NOMOR 4t I'AHUN 2O2O

TENTANG .
PET.IERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAI(A,N H JKUM PROTOKOL KESEH4TAN

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang : a.

CORONA .YIRUS DISEA SE 201 9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahvra dalam rangka pengendalian penyebaran Corona

virus Disease-19 (covid-i9) perlu didukung kesadaran dan
kepatuhan masyarakat r.rntuk melaksanakan protokorl

kesehatan untuk mellksanakan aktivitasnya serta
pengamanan dan penarrganan yang dilakukan secara

konsisten, efektif, efisien d an berkesinambungan;

bahwa dalam rangka rrrelaksanakan. Instrul<si presiden

Nomor 6 Tahun 2O2O tt:ntang Peningkatan Disiptin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan

dan Psvlgendalian Corona virus Disease 2oLg dan Instruksi
Menteri Dalam Negeii Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Pedornan T'eknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka
Penelapan Disiplin dan Penegakan Hukurn protokol

Keselratan seLragai Upaya Pencegahan dan pengendalian

Corona Virus Disease 2019, maka untuk merrjamin

kepastian hukum dalam rlenerapan disiplin da,n penegakan

hukum protokol kesehatan Corona Virus Disease 2OIg
(COVID-19) di Kabupaterr Sumbawa Barat, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;

b.



c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan hurul b, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang P. enerapan Disiplin dan'Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengerndalian Corona Virus Disease 2OL9;

Pasal 18 ayat (6) Unoang-Undang Dasar. Negara Republik
Indor,esia Tahun L945;

undang-undang Nomor ,l rahun rgg4 tentang wabah
Penyakit Menular (Lemb,ran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia lrlomor 4723);

undang-Undang I,romor 30 Tahun 2oo3 tentang
Perrbentukan Kabupaten Sumbawa Barat di provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembar an Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 llomor r4[:,, Tamr,arran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4340): ,
undang-Unda,g r'romor 24 Tarrun 2ooz tentang
Penanggulangan Bencanrr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu, 2oor lromor 66, Tambahan Lembaran 

u

Negara Republik rndonesia'No*o, 4723); ,;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Lentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oog Nomor
744, Tambahan Lem6aran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5063);

Lrndang- undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambaha, Lembaran
Negara Republik Indonesi, Nomor 55g7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah tr:rakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 centarrg perubahan Kedua atas
Undang-undang Nornor 23 Tahu, 2o14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 20rs lromor 58, 't'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesie nomor 5679);

Mengingat : 1.

)J.

4.

5.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia nomor 623G1;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang
Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 llomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); '
Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 13 Tahun 2OOG

tentan.g Pedoman Peagelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Merrteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahgn 2olr
tentang Perubahan Kedua atas peraturan I\{enteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pecloman pengelolaan

Keuarrgan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20I I Nomor 31 0);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2o2o

,tentang 
Percepatan penan{anan cororra Virus Disease 2olg

(covlD 2ol9) di Lingkurrgan pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2afl;
Peraturan Daerah Pro'insi Nusa Tengga.ra Barat.Nomor 7
Tahun 2o2o tentang pe,anggulangan penyakit Menuiar'
(Lembaran Daerah Provir'si Nusa Tenggara Barat Tahun
2o2a Nonror 7, Tamhahar. lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 16i;);

Peraturan Gubernur Nusa Tengga.ra Barat Nomor 50 Tahun
2o2o tentang Penerapan Disiplin <ian penegakan Hukum
Protckol Kesehatan Sebagai upay.a pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2olg.

MEMUTUSKAN:

MCNETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN OTSiPT,ITV DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEFIATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASI' 201g.
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BAB I

KETENTUAN UI\/IUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti rni yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2, Pemerintah Daerah adalah Rupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan d,aelah yang merr:impin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kervenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Btrpati Sumbawa Barat
4' Perangkat Daerah ar),alah unsur pembgntu Bupati dan Dewan perwakiian

Ralryat Daerah Kabupaten Sumhawu. gu.rrt dalam penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5' Perilaku Hidup Bersi"h dan Sehat yang selanjutnya disingkat pi{BS
adalah semua perilaku kesehatan yang tlilakukan karena lcesariaran pribarii
sehingga keluarga dan seluruh anggotari.ya mampu menolong diri sendiri
pada bidang kesehatan serta memilil:i peran aktif dalam aktivitas
masyaraitat.

6. ;r'enyakit Menular acialah pcnr,.akit vang ciaoat djtrila.kan a.t?-r-l l,-erpinCah
oari orang yasng sakit ke orang J,ang seha t.

7 ' Protot<ol penanggulangan penyakit l4enular adalah upa).a kesehatan yang
mengupa]'akan aspek promot-if dan preventif yang ditujukan untuk
menurunkan dan menghilangr<an angka kesakitan, kecacatan,. dan,
kematian, membatasi penularan, serta penyebararr penyakit agar tidak
meluas.

8' setiap orang adalah setiap individu baik Penduduk asli ataupun pendatang
dari daerah lain yang berdomisili dar /atau berpergiaie ke Kabupaten
Sumbawa Barat.

9- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr ),ang selanjutnya disingkat ApBD
adalah Rencana Tahunan Pemerintah Drrerah yang diL'ahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan frervan perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan peraturan Daerah

10' Masker adT lah alat penutup atau pelindtrng pernapasan mulut dan hidung
untuk melindungi individu dari bakteri atau ',.,irus yang masuk ke dalam
mulut atau terhirup oieh hidung.

t 1. Pembatasan jarak fisik (phg sical distanc,,ngl adalah pengaturan jarak fisik
orang menimal 1 rneter dengan orang lirin untuk nrenghindari penularan
virui pada tubuh melalui percikan droplei. dari batuk atau bersin dari orang
yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.

A+



L2. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pela'lggaran Protokol Penanggulangan

Penyakit Menular yang selanjutnya di..ingka; SKDA-P4M adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib

dibayarkan oleh setiap orang. da.n pengurus tempa.t dan fasilitas umum

atas pelanggaran protokol Penanggulanga r Penyakit Menular.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ctimaksudkan sebaga., dasar pelaksanaan penerapan

. ' disiplin dan penegiikan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan

dan pengendalian Corona Virus Diseuse 2Ol9 (<.ovid-19).

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. memngkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan covlD- 19;

c. meningkatlan peran serta masyarakat dalarn menekan penyebaral COVID-19;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini acialah :

a. pelaksanaan;
b. hak dan kewajiban;
c. sanksi; .

d. rnonitoring dan evaluasi;
e. sosialisasi dan partisipasi;dirn
f. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAA,\

Bagian Kesatu

Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalarrr Peraturan Bupati ini meliputi :

a. setiap orang;

b. pelaku usaha;dan

c. pengelola, penyelenggara atau penangg,ung jawab tempat clan fasilitas
tLILUIIl.



" Pasal 6

Tempat dan fasilitas urrrum sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 5 huruf c
meliputi:

a. perkantoran/tempat ker.1'a, usatia dan industri;

b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;.

c. tempat ibadah;

d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;

e. transportasi umum;

f. toko, pasar svralayan dan pasarrakyat;

g. apotek dan tokoobat;

h. warung makan, rumah makan, kafe dan rcstoran;
i. pedagang kaki lima /lapakjalanan; .

j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

. k. tempat wisata;

1. fasilitas peiayanan kesehatan; , .

m. tempat/fasilitas olahraga;.

n' area publik, tempat lainnya yang dapat rremungkinkan adanya kerumunan
' massa;dan

o' tempat dan fasilitas umum yang harus nremperhatikan protokor kesehatan
lainnya sesuai dengan ketentua, peraturan perundang- undangan.

a

Bagian Kedua

Tim Koorchnasi

Pasal 7(1) Dalam rangka penerapan clisiplin dan penr:gakan hukum protokol Covid-i9
Bupati niembentuk .l.im koorrjinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Keauggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terdiri
dari unsur:

a. Pemerjntah Daerah;

b. Tim Gugus T\rgas Daerah;

c. TNI, polri;

(4 Tim Koorciinasi sebagaimana clin,aksuci pzrrla ayat {2) bertugas:
a' meiakukan upaya-upaya persuasif agal rxasyarakat mematuhi berbagai

protokol dalam rargka pencegahan penanganan covici- 19;



b.

c.

b' melakukan penegakan hukum terhac,ap masyarakat yang berpotensi
melanggar protokol yang telah drtetapkrrn oleh pemerintah.

(5) Untuk efektivitas serta kesamaan persr:psi dalam pelaksanaan operasi

. penertiban, Tim sebagairnana dimaksud [,ada ayat (1) menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOp).

BAB IIi
HAK DAi\i KEWAJ IBAN

Pasal 8
setiap orang sebagaiman,r dimaksud dalam pasal 5 huruf a, berhak:
a' mendapatkan inforn:asi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan

dapat diperianggung jawabkan 
;

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu clan terjangkau;
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian cierajat kesehatan.

Pasal 9

setian or'ng sqh2-g2imana rlirnsk:,-ld dala:n pa:;al 5 l-,u;-lif a vr;a- ib.
a menggunakan .llat pelindung djri berupa nrasker _yang menutupi hidung

dan mulut hir'gga dagr,r, rneri-,aga -ja,.r,1.:, meghilrlari kerurnunan dan
merUaga. kebersiiran.

b. mencuci* tangan secara teratur mlnggunakan sabun dengan airi
mengalir;

c melakukan pembatasan jarak fisik {pfty sicar distancing);dan
d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pHBS;
Pelaku usaha, pengelola, penyerenggara a [au penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum sebagaimana dinraksud d.ilam pasal s huruf b dan huruf c,
berkewajiban melakukan :

a sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk
.memberikan pengertian drrn pemahaman mengcnai pencegahan dan
pengendalian COVID- 1 9 ;

b' penyediaan sarana crrci tanga.n pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi stanclar atau penyediuan cairan pembersih tangan (hand
sanitizer);

upaya identifikasi (penapisan) dan p,.,111antauan kesehatair bagi setiap
orang yang akan beraktifitas di lilrgkrrngan kerja;
upaya pengaturan jarak tisik (;;hy sica, d_istanchtsi;
pembersihan da. disinfeksi Iirrgkunga!r secara berr<ara;

{t )

(2)

d

e.



f penegakan disiplin pad,a perilaku rnasyarakat yang berisiko dalam

penularan dan tertularnya COVID- l9;rlan
g fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi

penyebaran COVID-19.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatr r

Penerapan Sanksi

Pasal 13 . '

(1) Setiap orang, pelakr-r usaha, pengelola, penyeienggara atau penanggurlg
jawab tempat dan fasilitas umum yang rnelanggar kervajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanks i berupa:

a. teguran lisan atau teguran tertulis;
b. denda a.dministratif;

c. penghentian sementara cperasional us,aha.

A Sanksi pelanggaran penerapan orotckol <esehatarr clalam pencegahan dan
pcrigcrrtlaiiarl COViD-i9 sebagarmana riimaks,-rci pacia avat (lj meltputt:

. a. bagi setiap orang be:upa:

1. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (selatus ribr-r rupiah);
atau

2. keria sosizrl (rnembersihk.e"n ruas jalan/selokan/tempaf;
umum/iasililas umum yang ditr:ntukan dan r,r,ajib mengenakan
airibut khusus yang dapat r renunjukkan atau memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah
dilakukan

b. bagi setiap Aparatur Sipil Negara baik PNS atau Non PNS berupa:
1. denda administratif sebesar Fp.200.000,- (dua ratus ribu

rupiah);atau

2. kerja sosial {membcrsihkan ruas jaian/selokan/tempat
umum/fasililas umum yang dit,rntukan dan wajib mengenakan
atribut khusus ),ang dapat rnenunjukkan atau memberikan
informasi kepada masyarakat n engenai pelanggaran .yang telah
d;lakukan);

. c. hagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung ja.wab

tempat dan f,asilite-s umum:

i. tegtrran lisan atau teguran tertulis;



@7

2. denda administratif paling banyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu
rupiah);

3. penghentian sementara operasional usaha.

0 Penerapan sanksi sebagaimana dimaksur' pada ayat (2) harus berdasarkan
pertimbangan:

a. kemampuan dan kepatutan;

b. perlindungan kesehatan masyarakat;

c. sesttai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerint^trm yang baik;

d. non d.iekriminatitl

"€'L:esepatlanan antara jenis pelanggararr dengarr renis sanksi yang
diterapkan;cian

f. ditujukan bagi kepentingan pe:rcegahan penyebaran dan penularan
Penyakit Menular.

Dalam Penerapan sanksi sebagaimarra dimaksuit pacia a-vat (2)
berkoordinasi ciengan Tentara Nasional Ildonesie /linrnanrtn nistrrk l{iliter,
I{epclisian Negara Fepubiik Incones.a (P<>}isr Resort K^abupaten) daa Ketua
Gugrrs Daerah.

Daerah.

(3) Pembayaran clenda administratif dapat dilakukan secara tunai dan non
tunai.

$ Bentuk SKDA-P4M sebagaimana climaL.:sucl pacla ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang rnerlrpa ran bagian trdek terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

-@

Pasai 1 1 .r"""'"p"n sanksi sel-,..,. ir'rana tlimaksud dalam pasal 10 clilakukan pada saat,
operasi penerapan disiplin dan penega.kan huk _rm protokol covid_ 19

Bagian Keduir

Blanl<o/Tanda Brrkti pener.imaan Denda

Pasal 12

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o ayat (2) wa.1ib

9ry9flq k-e Kasl).a-eran'--
Satuan Polisi Pamoirg Praja/Dinas menerbitkan Si(DA-p4M berdasarkan
bukti pelanggaran dan diberikan kepacla pelanggar untuk cliserorkan ke l(as



(5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Petrrnjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pendapatan dan AseL Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,

BAB V

MONITORING DAN E VALUASI
pasal 13

Bupati menugaskan Sattran Poiisi Pamong Praja d.an/atau Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumbawa Barat rrntrrk melakukan gon]Iaugg dan evalu.asi
pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Monitoring dan evaluasi sebagairrrana d,maksud pada ayat (l) dilqkukan
dalam bentuk pengarvuasan terhadap pelal;sanaan Peraturan Bupati ini.

q+__

BAB Vi

SOSIALISASI DAN PAiTTISIPASI

Pasal 14

Bupati menugaskin Dinas Kesehatan can Satuan polisi pamong praja
untuk melakukan sosialisasi terkait infbrmasi/r:dui<asi cara pencegahan
dan pengendaiian COVID-19 kepada tnasvarakat. 

.
Dalam pelaksanaa^r sosialisasi sebagaimane. dimaksud pada ayat (1) dengarr
melibatkan Forum Koorciinasi Pimpinan l)aerah dan par.tisipasi serta peran
serta:

a. tokoh masyarakat;

b. pemuka agama;

c. tokoh adat;dan

d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PtrNDANAAI\J

(U

ar

Pasal 15

segala biaya yang diperrukan untuk mer,ksanakan
dibebankan pada Angg:rran penda_patan d:*n tselanja
sumber lain yang sah dan tidar< mengikat sesuai
Perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini
Daerah Can sumber-

l<etentuan Peraturan



BAB VIII

KETENTUAN PEN,JTUP

Pasai 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da f-anggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berrta Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat.

LUZ\

_ l.ll,lc

KABUPATEN SUMBAU/A BARAT,

DAERAH KABUPATEN SUN,IBAWA EARAT TAHLIN 2o2o NoMoR 41

di Taliwang

i 5e^: t,eri,/: r


